KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PELAYANAN USAHA PENUNJANG MINYAK DAN GAS BUMI
Uraian Pendahuluan

	1.
	Latar Belakang
	Salah satu kewajiban Negara seperti tertuang dalam Undang Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik yang mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang   baik yang merupakan efektifitas fungsi-fungsi pemerintahan      itu sendiri. Negara berkewajiban
 melayani setiap warga  Negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan  dasarnya dalam kerangka pelayanan publik   yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara  Republik Indonesia Tahun 1945.

Membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik   yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga Negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik, sebagai upaya untuk  mempertegas hak dan kewajiban setiap warga Negara dan penduduk serta terwujudnya  tanggung jawab negara dan   korporasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas   barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi sebagai penyelenggara pelayanan publik yang  memberikan pelayan publik kepada sektor usaha penunjang  baik hulu maupun  hilir minyak dan gas  bumi. Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 tahun 2008 yang mengatur tentang  kegiatan usaha penunjang minyak dan gas bumi, bentuk pelayanan publik yang diberikan adalah Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Migas

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik tersebut, Menteri  Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN)  dalam keputusannya Nomor: 81 tahun 1995 menegaskan   bahwa pelayanan yang berkualitas hendaknya sesuai dengan sendi-sendi sebagai berikut: kesederhanaan, kejelasan dan kepastian, keamanan, keterbukaan, efisien, ekonomis, keadilan yang merata dan ketepatan waktu. Sejalan dengan hal tersebut maka diperlukan suatu sistem informasi pelayan publik dalam pemrosesan  SKT Migas dan SK Penunjukkan  PJIT yang efektif dan efisien

Sistem informasi  pelayanan  publik  berdasarkan  Undang- Undang Nomor 25 tahun 2009 adalah rangkaian kegiatan Yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta  mekanisme penyampaian informasi dari penyelenggara kepada rnasyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan,  tulisan latin, tulisan dalam huruf braile, bahasa gambar, dan/atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual ataupun elektronik.

Sistem Informasi Pelayanan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi (selanjutnya disebut "Sistem Informasi Pelayanan Usaha Penunjang") adalah program sistem informasi manajemen untuk proses pelayanan  Penerbitan SKT, Penerbitan SK Penunjukkan Perusahaan Jasa Inspeksi Teknik (PJIT) Migas, Pelaporan Berkala Perusahaan Usaha Penunjang. Dengan adanya pengembangan Sistem lriformasi Pelayanan Usaha Penunjang  yang diharapkan  sistem  informasi  pelayanan publik  pada  Subdit  Usaha  Penunjang  Minyak  dan  Gas Bumi dapat menjadi lebih baik.

Adapun   pengembangan   yang   diperlukan    diantaranya adalah sebagai berikut:

· penambahan  fitur-fitur  tertentu   yang   belum  ada  di sistem  saat  ini ataupun  fitur  yang  dibutuhkan  dalam menjawab perkembangan kondisi yang ada

· pembaharuan/perbaikan    pada   fitur   yang   ada   jika diperlukan

· pembaharuan   tampilan   untuk   menghasilkan   sistem informasi yang lebih user friendly

· pengelolaan/maintenance data,  menganalisis kebutuhan dan pergerakan data, untuk dikeluarkan SOP/ acuan/ pedoman  untuk mengelola data-data yang ada

· pengelolaan/maintenance    mengenai   hardware   yang dipakai, seperti storage dan server

· perbaikan/pembaharuan      lainnya    yang     mungkin muncul selama perjalanan

Untuk melakukan pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Usaha Penunjang di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi tersebut, diperlukan dukungan dari penyedia jasa konsultan.

Dukungan dari penyedia jasa konsultan sebagaimana dimaksud di atas, diperlukan antara lain dalam hal: analisis, perancangan perbaikan/pembaharuan/pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Usaha Penunjang, pembuatan pengembangan Sistem Informasi Pelayanan  Usaha Penunjang  (coding),  pengujian  Sistem Informasi Pelayanan Usaha Penunjang yang terbaru, implementasi pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Usaha Penunjang,  dan pelatihan  penggunaan  dan perawatan   Sistem   Informasi   Pelayanan   Usaha Penunjang.

Konsultansi diperlukan mengingat pekerjaan pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Usaha Penunjang belum dapat dilaksanakan sendiri oleh tim pelaksana yang akan dibentuk dari dan oleh Direktorat Jenderal  Minyak dan Gas Bumi   dalam    menangani kekurangan  sistem.  Untuk  membentuk  satu sistem  basis data  . adapun    alasan    yang    lain    pemberian    Surat Keterangan Terdaftar (SKT) ini merupakan salah satu unit pelayanan publik yang dikeluarkan  oleh Oitjen Migas dan telah  mendapatkan  peringkat  35  dengan  nilai  integritas 6,91 (berdasarkan survei KPK mengenai  Integritas Sektor Publik tahun 2008) serta hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal pada tahun 2011 menyatakan bahwa kegiatan media cetak/elektroniklinformasi   untuk menyediakan  data aktual  seluruh  perusahaan  atau  perorangan  yang sudah mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) harus dianggarkan pada tahun yang akan datang.



	2.
	Maksud dan Tujuan
	Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengembangkan, memperbaiki, dan memelihara  sistem informasi dan database-nya.
Tujuan kegiatan:

· mendukung    program    pemerintah    dalam    hal penyelenqqaraan  pelayanan publik

· meningkatkan    efisiensi   dan   efektivitas    sistem pelayanan usaha penunjang migas

· membuat   aplikasi   yang   berkualitas   tinggi   dan menjawab
kebutuhan        pemerintah        dan perusahaan

· memperbaiki   hal-hal  yang  masih  kurang/belum optimal

· memudahkan      monitoring      pemrosesan      dan penerbitan SKT dan penunjukkan  PJIT


	3.
	Sasaran
	Oitjen   Migas   untuk   mendukung    program   pemerintah dalam hal penyelengaraan pelayanan publik secara transparan.


	4.
	Lokasi Pekerjaan
	DKI Jakarta


	5.
	Sumber Pendanaan
	Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan:  Oaftar Isian Pelaksanaan     Anggaran     (OIPA)    TA    2015    sebesar Rp. 407.750.000,00  (empat ratus tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); rincian terlampir.



	6.
	Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen
	Nama Pejabat Pembuat  Komitmen:  

Oirektorat Teknik dan Lingkungan Migas

Satuan Kerja: Oirektorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi



	7.
	Standar Teknis
	Data Penunjang
· Seluruh  proses  yang  dilakukan   agar  menyesuaikan dan mengacu pada kode, standar, dan ketentuan peraturan yang berlaku.

· Sistem penyelenggaraan  pelayanan  publik yang layak dengan asas-asas umum pemerintahan  dan korporasi yang baik



	8.
	Studi-Studi Terdahulu
	Sistem Informasi untuk memproses SKT dan penunjukkan PJIT secara online telah dibuat. Dokumen mengenai pembuatan   sistem  terse but  dapat   digunakan   menjadi studi pendahuluan.



	9.
	Referensi Hukum
	1. Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang  Minyak dan Gas Bumi.

2. Peraturan  Pemerintah   Republik   Indonesia   No.  35 Tahun 2004, Kegiatan  Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

3. Peraturan  Pemerintah   Republik   Indonesia   No.  36 Tahun  2004,  Kegiatan  Usaha  Hilir Minyak  dan Gas Bumi

4. Keputusan  Presiden  No.   54  Tahun  2010  tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

5. Peraturan  Menteri  Perindustrian  Republik  Indonesia No. 11/M-lnd/Per/3/2006

6. Permen    MESDM    No.018    tahun    2010   tentang organisasi dan tata kerja KESDM

7. Permen ESDM no. 27 tahun 2008 tentang  Kegiatan Usaha Penunjang Migas

8. Pertamben      NO.06     P/0746/MPE/1991       tentang Pemeriksaan Keselamatan Kerja Atas Instalasi, Peralatan Dan Teknik Yang Dipergunakan Dalam Pertambangan Minyak     Dan    Gas     Bumi    Dan Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi

9. Peraturan   Dirjen   Migas   No.43   P/382/DDJM/1992 tentang syarat-syarat dan tata kerja perusahaan jasa inspeksi teknik bidang migas dan panas bumi.

10. SK Dirjen Migas No. 15784.Kl10/DJM.S/2010   tahun 2010      tentang      Pedoman      Pemberian      Surat

Keterangan Terdaftar


	
	
	


Ruang Lingkup

	10.
	Lingkup Pekerjaan
	1. Studi Kelayakan

Konsultan
melakukan    studi    kelayakan    dengan mernpelajari konsep sistern informasi yang ada, pengembangan yang diinginkan oleh Subdit Usaha Penunjang Migas dan para stakeholder.
2. Analisis

Konsultan bersama-sama dengan Subdit Usaha Penunjang Migas menganalisis, mengumpulkan, mempelajari,   dan   merumuskan   kebutuhan- kebutuhan  pengembangan  Sistem  Informasi Pelayanan Usaha Penunjang.

3. Desain  .

Konsultan  membuatan  desain/blueprint pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Usaha Penunjang. Oi dalamnya termasuk  penyesuaian dengan arsitektur telekomunikasi, hardware, dan software untuk pengembangan lebih lanjut, serta membuat model sistem dan menciptakan model graphical  user  interface  (GUI),  database,  dan  lain- lain.

4. Pengembangan/Coding
Programmer dari konsultan melakukan  coding untuk menerapkan  desain· ke dalam  sistem  yang sesungguhnya, membuat program,dan menyiapkan spesifikasi kebutuhan.

5. Pengujian/Oebuging

Konsultan   melakukan   pengujian   terhadap   sistem secara mandiri dan juga bersama Subdit Usaha Penunjang Migas untuk melihat apakah  sistem telah sesuai   dengan   harapan   dan   kebutuhan    Subdit Usaha Penunjang  Migas. Dalam dalam  kegiatan  ini, juga dilakukan debugging dan penyesuaian- penyesuaian sistem oleh konsultan untuk lebih menyesuaikan sistem terhadap kebutuhan Subdit Usaha Penunjang Migas bila masih ada ketidak sesuaian  dengan  kebutuhan   Subdit   Usaha Penunjang Migas saat pengujian.

6. Implementasillnstalasi

Konsultan melakukan implementasi pengembangan sistem informasi ke dalam sistem Subdit Usaha Penunjang Migas (Instalasi Sistem).  Oalam kegiatan implementasi .ini konsultan  juga  membuatkan   buku petunjuk penggunaan sistem informasi, pedoman maintenance data dan memberikan  pelatihan kepada staff Subdit Usaha Penunjang Migas.

7. Perawatan/Pemeliharaan

Konsultan  bersama  Subdit  Usaha Penunjang  Migas melakukan  perawatan  dan pengontrolan  sistem sesuai perjanjian agar Sistem Informasi Pelayanan Usaha   Penunjang   dapat   berjalan   dengan   lancar sesuai fungsinya.



	11.
	Keluaran
	Sistem   Informasi   Pelayanan   Usaha   Penunjang   Migas yang semakin baik dan diperbaharui,  serta terpelihara.

	12.
	Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa
	Penyedia Jasa Konsultansi harus
· Melakukan  studi literatur,  mengumpulkan  data, dan mencari informasi yang berkaitan dengan proses pelayanan usaha penunjang migas

· Menganalisis data atau informasi yang berkaitan dengan Sistem Informasi Usaha Penunjang Migas untuk   digunakan   sebagai   bahan   pengembangan Sistem Informasi


· Melakukan      pengembangan,       perbaikan,       dan pemeliharaan Sistem Informasi

· Membuat pedoman/tata eara/laporan dari pengembangan    dan   proses   pemeliharaan    yang harus dilakukan ke depan

· Melaporkan hasil analisis dalam bentuk CD dan hard copy pada tahap awal, antara, dan akhir sebagai laporan awal, laporan antara,  dan laporan akhir dan dipresentasikan kepada user
· Melaporkan atau mempresentasikan  kemajuan  hasil pekerjaan / progres secara berkala kepada user.


	13. 
	Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan

	3  (empat) bulan

	14. 
	Personil
	Posisi
	Kualifikasi
	Jumlah

	
	
	Tenaga Ahli

a. Project Manager, bertanggung jawab atas seluruh pekerjaan pengembangan system informasi pelayanan usaha penunjang migas

b. Sistem Analis, bertanggung jawab menganalisa, mengumpulkan data dari Subdit Usaha Penunjang Migas yang berkaitan dengan pengembangan Sistem Informasi

c. Sistem Designer, bertanggung jawab membuat desain/blueprint system yang akan dikembangkan

d. Programmer, bertanggung jawab atas kualitas teksnis atas output pekerjaan

Tenaga Pendukung

e. Asisten Programmer

f. Tenaga Pendukung Dokumentasi
	a. Minimal S2 Teknik Informatika/Ilmu Komputer, berpengalaman minimal 5 tahun
b. Minimal S1 Teknik Informatika/Ilmu Komputer dan telah berpengalaman 5 tahun

c. Minimal S1 Teknik Informatika/Ilmu Komputer dan telah berpengalaman 5 tahun

d. Minimal S1 Teknik Informatika/Ilmu Komputer dan telah berpengalaman 5 tahun

e. Minimal S1 Teknik Informatika/Ilmu Komputer dan telah berpengalaman 3 tahun

f. Minimal D3 memiliki pengalaman 3 tahun
	a. 1 (satu) orang
b. 1 (satu) orang

c. 2 (dua) orang

d. 1 (satu) orang

e. 3 (tiga) orang

f. 1 (satu) orang




	15.
	Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan
	NO
	KEGIATAN
	BULAN KE -

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	
	
	1
	Studi Kelayakan
	
	
	
	

	
	
	2
	Analisis Sistem
	
	
	
	

	
	
	3
	Desain Sistem
	
	
	
	

	
	
	4
	Coding
	
	
	
	

	
	
	5
	Pengujian
	
	
	
	

	
	
	6
	Implementasi
	
	
	
	

	
	
	7
	Penyusunan Laporan
	
	
	
	

	
	
	8
	Trainning
	
	
	
	

	
	
	9
	Perawatan & Pemeliharaan
	
	
	
	


	16.
	Laporan Pendahuluan
	Sekurang-kurangnya  berisi :

· Pemahaman konsultan terhadap Kerangka Acuan Kerja

· Metodologi pelaksanaan pekerjaan

· Jadwal penugasan personil

· Inventarisasi    karakteristik    dan   potensi    permasalahan pengembangangan system

· Pengumpulan data, survey awal, hasil studi literatur

· Pemrograman komputer awal

· Pembuatan aplikasi



	17.
	Laporan Antara
	Sekurang-kurangnya  berisi :

· Analisis hasil pengumpulan data

· Konsep perencanaan dan perancanqan  sistem

· Pengembangan aplikasi

· Pedoman/tata cara pemeliharaan



	18.
	Laporan Akhir
	Memuat seluruh laporan dari pelaksanaan pekerjaan Pengembangan Sistem lnformasi Usaha Penunjang Migas, beserta dengan manual  book-nya  ..


	19.
	Produksi Dalam Negeri
	Semua Pekerjaan jasa lainnya berdasarkan  KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik  Indonesia, dengan semaksimal  mungkin memanfaatkan  prod uk dalam .negeri (iika diperlukan  penunjang),  kecuali  ditetapkan  lain  pada  angka  4

KAK  dengan  pertimbangan   keterbatasan   kompetensi   dalam

negeri.




